
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR z, TAHUN 2O2l

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENYALURAN DANA

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas bantuan
hukum untuk masyarakat miskin telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2OL6 tentang
Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Penyaluran Dana Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas bantuan hukum bagi
masyarakat miskin dibutuhkan inovasi dalam bentuk Aplikasi
Sistem Database Bantuan Hukum di Daerah Provinsi Jawa
Barat, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan
huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
dan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Repulik Indonesia tanggal
4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
L82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun L999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2}ll tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52aQ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2Ol3 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a2ll;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322ll;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO8 Nomor 11
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 47);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015
tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 14 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 190);

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Penyaluran Dana
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 19 Seri E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENYALURAN
DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.
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Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan
Teknis Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor
19 Seri E), sebagai berikut:

1. Di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka,
yakni angka 14A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provins.

4. Biro adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan
oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma
kepada Penerima Bantuan Hukum.

6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin.

7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan
hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi
layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 20ll tentang Bantuan Hukum.

8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok
orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk
Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang
mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu
diselesaikan.

10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum
yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

11. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum
yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan,
pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh
Pemberi Bantuan Hukum.

13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi
Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi
dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan
Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan
Hukum.
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14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan
setiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai
pelaksanaan bantuan hukum.

14A. Sistem Database Bantuan Hukum Daerah Jawa Barat
yang selanjutnya disingkat SIDBANKUMDA adalah
Aplikasi Sistem Bantuan Hukum Daerah di Jawa Barat
secara online.

15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran
penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi
bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi
yang ditetapkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal24

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib mengajukan permohonan
dana Bantuan Hukum secara online melalui Aplikasi
SIDBANKUMDA kepada Gubernur melalui Biro sebelum
melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

(2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi
format permohonan dana Bantuan Hukum yang memuat:

a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;

b. identitas Penerima Bantuan Hukum;

c. jenis Bantuan Hukum yang diberikan; dan

d. deskripsi Bantuan Hukum yang diberikan.

(3) Format permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Ketentuan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan
Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai ketentuan yang
diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan HAM dan
Pemberi Bantuan Hukum.
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Pasal II

Peraturan Gubernur
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal14 April. 2021

JAWA BARAT, g

HAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal ld APrlt. 2021

DAERAH PROVIN
Wr

it
rll
o.

BARAT,

AN WAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2L NOMOR .. ?7.

*

SET A
I

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

ttd

Diundangka di Bandung
pada tanggal 14 April 2021

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

ttd
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